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PUTUSAN
Nomor 290 K/Pid/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : ABAL AKBAR alias AKBAR bin
H. FATHUDDIN;

Tempat Lahir : Pomalaa;

Umur/Tanggal Lahir ;24 tahun/7 Desember 1993;

Jenis Kelamin : Laki-Haki;

Kewarganegaraan . Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Cakalang, Kelurahan Dawi-Dawi,
Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;

Agama : Islam;

Pekerjaan . Sopir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

(Rutan) sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kolaka karena
didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (2) KUHP;
Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (1) KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka
tanggal 6 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABAL AKBAR alias AKBAR bin H. FATHUDDIN terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam
Dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABAL AKBAR alias AKBAR bin H.
FATHUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
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dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan
agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 191/Pid.B/2018/PN
Kka, tanggal 19 Desember 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABAL AKBAR alias AKBAR bin H. FATHUDDIN
tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair;
Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta
martabatnya;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 191/Akta Pid.B/2018/PN Kka,
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan
bahwa pada tanggal 2 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kolaka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri
Kolaka tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2019 dari Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kolaka tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 16 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut telah
diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka pada
tanggal 19 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan
kasasi pada tanggal 2 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 16 Januari 2019. Dengan
demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu
permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana
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yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi

kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa
selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan
menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara
diterapkan secara tetap dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa
"kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan
kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas
perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan
Judex factilPutusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 191/Pid.B/2018/PN Kka,
tanggal 19 Desember 2018 yang membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari
dakwaan primair dan subsidair, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang
benar yaitu dari luka yang dialami oleh Syamsul tersebut tidak dapat dipastikan
diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena berdasarkan
keterangan Syamsul, Bahar dan Aldi serta keterangan Junaedi yang dibacakan,
tidak memberi kepastian apakah orang yang memarangi Syamsul itu adalah
Terdakwa atau bukan. Memang saksi Syamsul mengalami luka pada paha
kirinya, namun pada saat pemarangan Terdakwa berada di depan rumah saksi
Juita sedang duduk-duduk bersama Yusran, Suherman dan Fadel jauh dari
tempat kejadian, dan mendengar ada keributan selanjutnya Terdakwa pergi
melihatnya dan bertemu dengan Junaedi di depan rumah Patu dan sudah dalam
keadaan berdarah, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Juita dan tidak lama
kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
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- Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi yang dari jarak dekat melihat
saksi Junaedi yang memarang saksi Syamsul sehingga saksi Syamsul
mengalami luka di paha kiri. Kejadian tersebut terjadi saat terjadi tawuran antara
anak Majauleng dengan geng anak Bajo, pada saat mereka saling berhadapan
khususnya antara Junaedi dengan saksi Syamsul yang di belakangnya ada
Asgar. Kemudian Junaedi memarangi saksi Syamsul yang mengenai saksi
Syamsul dan saksi Aldi alias Asgar yang berada di belakang saksi Syamsul,
selanjutnya Syamsul melempar kayu balok ke arah Junaedi;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian
hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal
tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena
pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu
peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya,
atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan
apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan judex
facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana perihal “apakah benar suatu peraturan
hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” dan “apakah
benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang”.
Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum
tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada
seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5
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Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA
KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat
kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis, tanggal 25 April 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga
Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung
sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota
serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.\Hum.  Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu,S.H. M.Hum. sebagai
Hakim Anggota | telah meninggal dunia hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka
putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan
Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I
Jakarta, 21 Juli 2020
Ketua Mahkamah Agung RI
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ttd
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.1.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. : 196110101986122001
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